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SEJUMLAH KEGIATAN PEMPROV TUNDA BAYAR 
 

 
 

Sumber gambar: 

https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/ 

 

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2024 mengalami tunda 

bayar. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum 

ditransfer ke Pemprov Riau. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indra SE 

mengatakan, masih adanya kegiatan yang belum diselesaikan kewajibannya oleh OPD 

karena kondisi keuangan daerah akibat dana tranfer pusat belum masuk. 

“Kami masih menunggu dana transfer dari pusat masuk ke kas daerah. Makanya 

masih ada kegiatan yang belum diselesaikan pembayarannya,” kata Indra. 

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini seluruh administrasi yang dilaporkan OPD terkait 

kegiatan rekanan telah lengkap dan sudah diproses administrasinya, sehingga hanya tinggal 

proses pembayaran saja. 

“Begitu dana tranfer masuk pembayaran kegiatan langsung kami proses. Jadi 

sekarang kami tinggal menunggu dana transfer dari pusat itu,” sebutnya. 
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Karena itu, Indra berharap rekanan yang memiliki kegiatan namun belum 

diselesaikan kewajibannya oleh OPD agar bersabar dan memahami kondisi keuangan 

Pemprov Riau. 

“Itu pasti diselesaikan. Mudah-mudahan Januari ini kami upayakan seluruh kegiatan 

sudah dibayar. Karena itu kewajiban yang harus diselesaikan,” ujarnya. Ditanya berapa 

besar DBH belum masuk, sebab berdasarkan informasi lebih kurang sebesar Rp300 miliar 

DBH kurang salur tahun 2023 belum ditransfer pusat pada 2024, Indra mengaku tidak ingat 

angka pastinya. 

“Lupa angka pastinya. Tapi sekitar segitu lah (Rp300 miliar, red),” sebutnya.(gem) 

 

 

Sumber berita:  

1. https://www.riauin.com/read-43602-2025-01-07-pemprov-riau-tunda-bayar-beberapa-

kegiatan-akibat-belum-terima-dana-transfer.html, 7 Januari 2025; dan 

2. https://riaupos.jawapos.com/riau/2255502516/sejumlah-kegiatan-pemprov-tunda-

bayar#google_vignette, 8 Januari 2025. 

 

Catatan:  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui 

Tahun Anggaran sebagai berikut. 

1. Ketentuan Umum  

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran 

berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:  

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% 

pada tahun berkenaan;  

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;  

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa 

termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan  

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.  

https://www.riauin.com/read-43602-2025-01-07-pemprov-riau-tunda-bayar-beberapa-kegiatan-akibat-belum-terima-dana-transfer.html
https://www.riauin.com/read-43602-2025-01-07-pemprov-riau-tunda-bayar-beberapa-kegiatan-akibat-belum-terima-dana-transfer.html
https://riaupos.jawapos.com/riau/2255502516/sejumlah-kegiatan-pemprov-tunda-bayar#google_vignette
https://riaupos.jawapos.com/riau/2255502516/sejumlah-kegiatan-pemprov-tunda-bayar#google_vignette
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b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang 

telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan 

tahapan sebagai berikut:  

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan 

APBD;  

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, 

dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran.  

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan 

barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan 

APBD;  

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, 

dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan 

pembayaran. 

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah 

dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai 

berikut:  

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa 

keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa 

dan/atau pengguna barang dan jasa; 

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 

perundang-undangan;  

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan 

APBD;  
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4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, 

dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran.  

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang 

bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:  

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai 

dasar penganggaran dalam APBD; 

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan 

APBD;  

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, 

dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran.  

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus 

dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan 

dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;  

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran 

diatur dalam peraturan kepala daerah. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 


